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Abstract 

Many children are victims both born and mental because in divorce and talaq cases are often 

found by respondents who are laymen of the law, do not demand mut'ah and provide for the 

applicant, even though the applicant is capable enough to provide material. Indonesia is a 

state of law regulated by law and has principles to guarantee the administration of justice. 

Both in criminal cases and civil cases that are resolved through the courts.  The impact that 

occurs when both parents divorce is the child.  is a victim when his parents quarrel or decide 

to divorce. What are the legal consequences of joint property after divorce and how to resolve 

disputes over the division of joint property after divorce in the Religious Court. The purpose 

of this article is to know the legal consequences of joint property after divorce and how to 

resolve disputes over the division of property. 

Keywords : Religious Courts, Child custody, Divorce 

Intisari 

Banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai 

maupun talak sering di jumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut’ah dan nafkah 

kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. 

Indonesia adalah negara hukum yang di atur oleh undang–undang dan memiliki prinsip untuk 

memberikan jaminan penyelenggaran kehakiman. Baik dalam perkara pidana maupun perkara 

perdata yang di selesaikan melalui pengadilan. Dampak yang terjadi saat kedua orang tua 

bercerai ialah anak.  merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk 

bercerai. Bagaimana akibat hukum harta bersama setelah terjadinya perceraian dan bagaimana 

cara penyelesaian perselisihan terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian 

di Pengadilan Agama. Tujuan artikel ini agar kita mengetahui akibat hukum harta bersama 

setelah terjadinya perceraian dan cara penyelesaian perselisihan terhadap pembagian harta 

bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 

Kata Kunci : Pembagian Harta, Hak Asuh Anak, Perceraian 
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A. PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia, 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang 

Maha Esa, (Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dari pengertian 

perkawinan tersebut di atas dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam islam tujuan 

perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan hidup, dan jasmani, juga 

sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani 

hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercapai ketenangan dan ketentraman jiwa 

bagi yang bersangkutan kententraman keluarga serta masyarakat.1 

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai hasrat 

untuk hidup bersama dengan sesamanya. Sejak dilahirkan manusia itu telah dilengkapi dengan 

naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Antara manusia satu dengan yang lain selalu 

saling membutuhkan, karena manusia merupakan mahluk sosial ( Zoon Politicoon ) demikian 

menurut Aristoteles. Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah 

keluarga. Dalam masyarakat, kehidupan berkeluarga merupakan inti dalam hubungan antara 

manusia, sehingga dasar dari kehidupan bermasyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa 

dan Negara. 

Demi kepentingan manusia secara luas, perkawinan merupakan cara untuk menjaga 

kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah dan bertanggung jawab. Jadi perkawinan 

merupakan cara mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari 

perbuatan keji sebagaimana juga kenikmatan, kebahagiaan hidup, serta sarana untuk 

membentengi diri agar tidak jatuh ke jurang kenistaan. Tujuan perkawinan dalam islam sebagai 

tulang punggung terbentuknya keluarga untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang 

bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari pasal tersebut diatas dapat 

 
1 Mulyadi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).hlm.31 
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diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan 

kekal. Pada prinsipnya seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu 

perkawinan sebagai suami dan istri mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal serta memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupan berikutnya.  

Sebagai peristiwa hukum, perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap masing-

masing pihak, seperti adanya hubungan suami istri yang merupakan pelaku dalam rumah tangga, 

hubungan orang tua dan anak, serta tidak kalah pentingnya adalah mengenai harta dalam 

perkawinan yang sangat berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga.  Dalam Pasal 35 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa :  

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain.  

Bahwa sejak perkawinan dicatatkan di pencatat nikah maka dengan sendirinya terbentuklah 

harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari harta tersebut dan tanpa 

mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar menjadi harta bersama adalah :  

a. Hasil dari pendapatan suami  

b. Hasil dari pendapatan isteri  

c. Hasil dan pendapatan dari harta suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak 

termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan. 

Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena 

adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan harta yang 

dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai harta syirkah.  

Setiap pasangan suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan, mengharapkan agar 

perkawinan tersebut dapat berlangsung bahagia dan kekal namun ada kalanya dalam menjalani 

rumah tangga terdapat konflik atau masalah yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan 

tersebut. Sehingga para pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non 

Islam dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan benar.  Alasan yang dapat dijadikan dasar 

gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsb yang sukar 

untuk disembuhkan.  

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus 

menerus tanpa alasan yang sah.  

3. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih 

berat.  
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4. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota 

keluarga.  

5. Salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya baik sebagai suami/istri akibat 

penyakit atau cacat badan.  

6. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga 

sulit untuk hidup harmonis.  

7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam 

rumah tangga.  (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)  

Penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan dapat terjadi kerena 

banyaknya mengalami percekcokan antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga 

tidak dapat dipertahankan lagi walaupun telah diusahakan untuk mendamaikan antara suami istri 

tetapi tetap tidak dapat menjalankan hidup rukun, sehingga keduanya menginginkan perceraian. 

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, 

bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya 

masing-masing. yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama,hukum 

adat, dan hukum lainnya. 2 

Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan 

ketentuan diatas, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat 

menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan biasanya mantan suami 

mendapatkan bagian harta yang lebih besar karena menganggap mantan suamilah yang telah 

bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dan mantan istri biasanya 

mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena mantan istri dianggap paling sedikit mendapatkan 

penghasilan dan lebih banyak mengurus rumah tangga saja. Tidak jarang pula yang terjadi 

adalah mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan 

istri. Dari keadaan inilah timbul rasa ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya 

akan menimbulkan perselisihan diantara mantan suami istri tersebut .   

 

B. PEMBAHASAN 

Hukum adalah bagian dari kebudayaan suatu bangsa, cara berpikir dan pandangan hidup 

serta karakter suatu bangsa tercermin dari kebudayaan hukumnya. Demikian pula 

keanekaragaman yang ada pada hukum perkawinan di Indonesia merupakan cerminan dari 

keanekaragaman budaya serta adat istiadat di Indonesia. Perkawinan dalam istilah agama 

disebut “Nikah” ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diripenyelesaian 

 
2 Ajisaputri, I. L. (2021). Putusnya perkawinan “perceraian” terhadap seseorang disebabkan tidak saling 

menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(05), 780-791. Hal.782 
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perselisihan terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan 

Agama  Kehidupan berumah tangga tidak bisa dijamin akan berjalan harmonis dan bahagia 

selamanya, karena apabila salah satu pihak kurang memahami hak dan kewajiban masing-

masing sebagai suami istri maka hal ini sangat berpotensi mengakibatkan perselisihan dan 

pertengkaran yang dapat berujung pada sebuah perceraian. Perkawinan yang putus karena 

perceraian, akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak baik istri maupun suami 

dalam suatu rumah tangga. Salah satu akibat hukum yang timbul karena terjadi perceraian 

khususnya di negara Indonesia adalah tentang masalah pembagian harta bersama.3  Di dalam 

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa: 

1. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-

masing.  

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan adanya perkawinan maka ada suatu dari suatu sebab.  

Hal itu menimbulkan pengaruh pada 2 (dua) aspek:  

1. Terhadap diri suami istri Bahwa suami istri harus saling mengasihi, menyayangi, 

melindungi dan bertanggung jawab terhadap pasangan.  

2. Terhadap harta bersama Yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlansung.  

Dalam pasal 35 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “Harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.  Harta bawaan masing-masing 

suami istri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Pasal 

tersebut menyimpulkan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, didalam suatu keluarga 

ada kemungkinan terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu harta bersama dan harta pribadi, 

seperti harta bawaan suami istri, harta hibahan dan harta warisan. Selanjutnya dalam pasal 36 

Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa menenai harta bersama, suami istri dapat 

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan mengenai harta bawaan masing-masing, 

suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta 

bendanya. Dengan demikian bahwa adanya perkawinan tidak menghapuskan hak masing-

masing suami istri untuk mengelola dan mempergunakan harta bendanya serta melakukan 

 
3 Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na’im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi 

hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi 

(Jurnal DEPUTI), 3(2), 178-185. 
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perbuatan hukum terhadap harta benda yang dimiliki. Harta bersama timbul sebagai akibat 

adanya perkawinan suami istri untuk mengelola dan mempergunkan harta bersama untuk 

kepentingan rumah tangganya. Jadi istilah harta melebur menurut Undang-undang Perkawinan 

adalah tidak ada. Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai 

akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama 

dan harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai 

harta syirkah.  

Harta benda istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oeh istri, demikian 

juga harta benda suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh 

karena itu pula wanita yang telah bersuami dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami 

dalam persoalan apapun termasuk mengurus harta bendanya, sehingga dapat melakukan 

perbuatan hukum dalam masyarakat. Bahwa dalam kehidupan suami istri itu, ada harta benda 

suami istri yang terpisah (tidak tercanpr) dan ada pula harta benda suami istri yang tidak 

terpisah (tercampur). Mengenai harta yang tidak tercampur terdapat ketentuan bahwa seorang 

suami tidak boleh mempergunakan harta milik istri untuk keperluan rumah tangganya.  

Apabila si suami terpaksa mempergunakannya maka akan menjadi hutang suami 

terhadap istri. Hutang suami terhadap istri tersebut akan menjadi hilang apabila istri 

membebaskannya. Namun apabila suami tidak member nafkah kepada istrinya mka atas izin 

hakim istri dapat mempergunakan harta suaminya untuk keperluan rumah tangga. Apabila 

perkawinan tersebut putus karena suami atau istri meninggal maka akan diwariskan kepada ahli 

waris. Demikian pula apabila telah terjadi perceraian maka mantan suami istri tidak dapat saling 

mewarisi, harta tersebut tetap menjadi hak masing-masing mantan suami istri. Walaupun tujuan 

perkawinan adalah untuk kebahagiaan kekal, abadi, terkadang hal itu tidaklah sesuai dengan 

harapan, permasalahan dalam hidup berumah tangga tidak selalu dapat diselesaikan meskipun 

sudah dilaukan upaya perdamaian. Tetapi perkawinan tetap berakhir dengan perceraian antara 

suami istri.4 

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah 

satu pihak dalam perkawinan. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka putus 

dan diantara mereka tidak ada lagi hubungan suami istri. Akibat logisnya suami istri dibebaskan 

dari hak dan kewajiban sebagai suami istri. Menurut pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 

yang merupakan Hukum Perkawinan Nasional tentang putusnya perkawinan disebabkan oleh:  

 
4 Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan (Vol. 1). UMMPress 
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1. Kematian.  

2. Perceraian.  

3. Atas Keputusan Pengadilan.  

Dalam agama Islam perceraian secara umum disebut dengan talaq. Seorang suami 

berhak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain 

termasuk walinya sekalipun. Karena suamilah yang membiayai hidup serta menberi nafkah bagi 

istri dan anaknya. Sesungguhnya talaq itu sendiri adalah perbuatan yang halal tetapi sangat 

dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.  Apabila perkawinan putus baik karena adanya talaq atas 

permohonan suami atau atas gugatan pihak istri, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-undang 

Perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan 

hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai 

pembagian harta bersama, apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak merasakan 

diperlakukan dengan cara yang tidak adil serta dirugikan atas pembagian harta bersama 

tersebut, maka bagi yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan. Untuk yang beragama Islam 

dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dan bagi yang orang yang beragama non Islam 

dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Perceraian tidak hanya akan berpengaruh terhadap 

suami istri tetapi juga terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan, sebagai orangtua wajib 

untuk membiayai, memelihara, dan mendidiknya. Dan pengadilan yang akan memutuskan 

penguasaan terhadap anak-anak tersebut. 

Masalah berakhirnya rumah tangga karena perceraian adalah mereka berdua baik ayah 

serta ibu tetap mempertahankan anak yang dilahirkan, khususnya tentang hak asuh. Memiliki 

hak asuh ibu, tetapi ayah tetap bertanggung jawab atas pengasuhan atau pendidikan anak 

kandungnya putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai implikasi hukum yang sangat 

besar terhadap anak Berisi hal terjadi berakhirnya hubungan normalnya ibu maupun ayah tetap 

diwajibkan oleh undang-undang untuk merawat anaknya sampai dia dewasa karena tanggung 

jawab moral kedua orangtuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian 

tunduk pada UU Perkawinan dan undang-undang lainnya.  Perkawinan adalah bagian dari 

hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang  hubungan  antara  orang  dengan  orang.  

Dengan  adanya  perkawinan  maka  akan timbul  keluarga,  yaitu  suami,  isteri,  dan  harta  

kekayaan  mereka.5  Dalam  hukum  perdata diatur  perihal  tentang  hubungan-hubungan  

 
5 Sommaliagustina, D. (2020). Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin 

Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan. Jurnal 

Perspektif Hukum, 1(1), 16-27. hlm.19 
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kekeluargaan  yaitu  dapat  berupa  hubungan yang  berupa  harta  kekayaan  suami  dan  isteri,  

hubungan  perwalian  yaitu  hubungan  anak dengan orang tuanya. Mulai dari penentuan syarat-

syarat pernikahan hingga tata cara perceraian atau pemutusan pernikahan. Landasan hukum 

perceraian ditinjau dari beberapa segi, yaitu perceraian menurut KUH Perdata dan 

KUHPerdata. Menurut KUHPerdata pasal 199 KUH Perdata mencantumkan empat cara untuk 

mengakhiri perkawinan, berikut ini: 

1. Dengan kematian; 

2. Karena keadaan yang meringankan; 

3. karena pemisahan tempat tidur dan meja; 

4. Karena perceraian.6 

Tentunya jika merujuk pada keadaan ini merupakan akibat yang menyebabkan 

terjadinya perceraian, di dalam KUHPerdata memang tidak dijelaskan secara explisit mengenai 

hak asuh anak tersebut tetapi jika kita mengartikan lebih dalam sebenarnya yang di inginkan 

KUHPerdata kita adalah anak-anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang sah dan pada 

akhirnya harus di pisahkan oleh perceraian tetap memiliki kedudukan yang sama dan hak serta 

kewajibannya harus terus di penuhi olehkedua orang tuanya baik itu ayah dan ibunya.  

. 

C. PENUTUP 

Kehidupan berumah tangga tidak bisa dijamin akan berjalan harmonis dan bahagia 

selamanya, karena apabila salah satu pihak kurang memahami hak dan kewajiban masing-

masing sebagai suami istri maka hal ini sangat berpotensi mengakibatkan perselisihan dan 

pertengkaran yang dapat berujung pada sebuah perceraian. Perceraian ialah hal yang 

menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang 

telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk 

bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara 

cerai maupun talak sering di jumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut’ah dan 

nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. 

Indonesia adalah negara hukum yang di atur oleh undang–undang dan memiliki prinsip untuk 

memberikan jaminan penyelenggaran kehakiman. Baik dalam perkara pidana maupun perkara 

perdata Yang di selesaikan melalui pengadilan. Dampak yang terjadi saat kedua orang tua 

bercerai ialah anak.  merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk 

bercerai Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki babak baru dalam kehidupan anak 

 
6 Ibid 
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manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin mengatur secara terperinci 

mengenai masalah perkawinan. Termasuk didalamnya hal-hal yang mendahului perkawinan, 

antara lain pemilihan jodoh. Sudah seharusnya sebelum dilakukannya perkawinan masing-

masing pasangan harus mengetahui pasangan yang akan dinikahinya antara lain yakni sekufu’, 

dengan adanya ini perkawinan akan dipandang pantas untuk menjalankan sebuah bahtera 

rumah tangga, sehingga bisa menjauhkan dari hal-hal yang tidak dinginkan dalam sebuah 

rumah tangga. 
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